BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan

dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan
APBD tahun anggaran 2016;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak

{ bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
' perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016;

e

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesua
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republgk
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlbr
4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangﬁim
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesaa
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintaihan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi:: Nomor 5679);

Undang-Undan: Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noma. wuol);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);




22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimann telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor * Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undan; mor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Repubi ‘ndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembe legara Republik Indonesia Nomor 5717);

30. Perat Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Baraz .a Pemerintah sebagaimana telah beberapakali
diub: akhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi
! Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 768);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);



Menetapkan :

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2015 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 semula berjumlah Rp. 3.638.400.458.397,00 berkurang
sejumlah Rp. 194.437.759.421,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp.3.638.400.458.397,00
b. Berkurang Rp. (194.437.759.421,80)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 3.443.962.698.975,20
2. Belanja
a. Semula Rp.4.095.043.487.419,00
b. Berkurang Rp. 192.612.238.808,54
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 3.902.431.248.610,46

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 466.643.029.022,00

2) Bertambah Rp. 1.825.520.613,26

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 468.468.549.635,26

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Anggaran Setelah Perubahan Rp. 458.468.549.635,26

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 943.596.855.369,00
2) Bertambah Rp. 60.566.345.222,20
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
PERUBEHAT viimimiissisiissimsiotbnonisinivisssisiiniionss Rp.1.004.163.200.591,20

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 2.151.419.145.460,00
2) Berkurang Rp. (332.384.819.366,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.819.034.326.094,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 543.384.457.568,00
2) Bertambah Rp. 77.380.714.722,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 620.765.172.290,00



(3)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.

Pajak Daerah

1) Semula Rp. 620.393.000.000,00

2) Bertambah Rp. 5.165.483.356,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 625.558.483.356,00

Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 104.236.118.000,00

2) Berkurang Rp. (11.479.170.014,00)

Tomlah Retribusi Dagerah sefelah Perubahan  Rp.  92.756.947.986,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 8.742.286.092,00

2) Bertambah Rp. 600.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan setelah Perubahan ............ Rp. 9.342.286.092,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 210.225.451.277,00

2) Bertambah Rp. 66.280.031.880,20

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah Perubahan ............ccc...... Rp. 276.505.483.157,20

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 368.128.614.000,00

2) Bertambah Rp. €.084.575.000,00

Jumlah Bagi Hasik Pajak / Bagi Hasil Bukan

Pajak setelah Perubahan Rp. 374.213.189.000,00

Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.250.725.634.000,00

2) Berkurang Rp. (169.846.260.006,00)

Jumlah DAU setelah Perubahan Rp.1.080.879.373.994,00

Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 532.564.897.460,00

2) Berkurang Rp. (168.623.134.360,00)

Jumlah DAK setelah Perubahan Rp. 363.941.763.100,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 343.038.132.568,00

2) Bertambah Rp. 10.062.662.722,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi &

Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp. 353.100.795.290,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 200.346.325.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 200.346.325.000,00

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 67.318.052.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau

Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp. 67.318.052.000,00




(1)

(2)

3)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 2.067.240.321.877,54
2) Berkurang Rp (170.768.740.918,54)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah
Perubahan Rp.1.896.471.580.959,00

Belanja Langsung

1) Semula Rp.2.027.803.165.541,46

2) Berkurang Rp (21.843.497.890,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.2.005.959.667.651,46

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 1.521.587.674.724,54

2) Berkurang Rp. (136.462.369.793,54)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan  Rp.1.385.125.304.93 1,00

Belanja Hibah

1) Semula Rp. 76.156.638.500,00

2) Berkurang Rp. (6.716.362.500,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 69.440.276.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 25.042.400.000,00

2) Berkurang Rp. (2.752.508.625,00)

Jumlah Belanja Bansos Setelah Perubahan Rp. 22.289.891.375,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten

Kota/Pemerintah Desa

3) Semula Rp. 50.725.000.000,00

4) Berkurang Rp. (25.362.500.000,00)

Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan Rp. 25.362.500.000,00

Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 392.228.608.653,00

2) Bertambah Rp. 1.525.000.000,00

Jumlah Bankeu Setelah Perubahan Rp. 393.753.608.653,00
Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah BTT Setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 241.046.237.400,00
2) Bertambah Rp. 16.806.359.970,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.257.852.597.370,00

Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.040.518.156.696,46

2) Bertambah Rp. 69.520.518.322,00

Jumlah Belanj Iiarang Jasa Setelah Perubahan Rp.1.110.038.675.018,46

Belanja Modal

1) Semula Rp. 746.238.771.445,00

2) Berkuv .ng Rp. (108.170.376.182,00)

Jumlal ‘ielanja Modal Setelah Perubahan Rp. 638.068.395.263,00




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 466.643.029.022,00

2) Bertambah Rp. 1.825.520.613,26

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 468.468.549.635,26
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA).

a. Semula Rp. 466.643.029.022,00
b. Bertambah Rp. 1.825.520.613,26
Jumlah SiLPA Setelah Perubahan Rp. 468.468.549.635,26

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
a Semula Rp. 10.000.000.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda
Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 5

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih
realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan
pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.



(5)

(7)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran [II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Lampiran V  Rekapitulasi Perubah:  Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan cterpaduan Urusan
Pemerintahan Daer. dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan ngan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegav... .cr Golongan dan Per
Jabatan,;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

10



Diundangkan di Karawang .
pada tanggal 11 m-bu 2016

Salinan sgsuai dengan aslinya S
KEPALAIBAGIAN HUKUM,

8. Lampiran VIII Daftar  Kegiatan-kegiatan tahun  anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembalu dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran [X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD. 4

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
11 Nopembox 316
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